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Menimbang

Mengingat

PADA PENGADILAN MILITER 111-17 MANADO

KEPALA PENGADILAN MILITER 11I-17 MANADO

o

Bahwa untuk meningkatkan kinerja yang efektif, efisien dan
sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku,
maka perlu dilakukan pembentukan tim reviu dan perbaikan
standar pelayanan tahun 2023,

Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, maka perlu
membentuk Surat Keputusan tentang pembentukan tim reviu
dan perbaikan standar pelayanan tahun 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
2-144/KMA/SK/VI111/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi
Publik di Pengadilan;



Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Tembusan :

MEMUTUSKAN

Keputusan Kepala Pengadilan Militer IlI-17 Manado tentang
Pembentukan Tim Reviu dan Perbaikan Standar Pelayanan;

Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran
surat keputusan ini sebagai Tim Reviu dan Perbaikan Standar
Pelayanan;

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Tim Reviu dan
Perbaikan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kesatu adalah:

a. Mengevaluasi dan memonitoring Standar Pelayanan;
b. Melaksanakan Reviu dan Perbaikan Standar Pelayanan;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat
Keputusan, ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 3 Januari 2023
Kepala Pengadifan Militer I[1-17

Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

1. Dirjen Badilmiltun MA RI

2. Kadilmiltama

3. Kadilmilti 11l Surabaya
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Nama Jabatan
No. Pangkat/NRP/NIP At dalam SK HES
1 2 3 4 5
1. f;;gnf;i,t?kl:l.) 1 14124/P Kadilmil Penanggung jawab
Ruslan, S.H. i -
2. Mayor Laut (KH)/ 17599/P Hakim Militer Ketua
Meldi M. A. S. Seon, S.Pi
3. | Penata Tk.I lli/d Plt. Sekretaris Sekretaris
/197405142002121001
Prima Ledy Yudoyono,
4. | S.T.(Han)., S.H. Panitera Anggota
Kapten Chk/ 11130023470589
Dharmawati Rahayu, S.E.
5. | Penata Muda Tk.! lll/b Kg:ﬁ"’::gag;"a”nm Anggota
/1987081420110120150
Pit. Kesubbag
Nasir Perencanaan,
6. | Penata Muda Tk.I lll/b Teknologi Anggota
/196805101997011001 Informasi dan
Pelaporan

Kepala Pengadilan Militer 111-17

Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P




PEDOMAN

REVIU DAN PERBAIKAN
STANDAR PELAYANAN
PENGADILAN MILITER [lI-17 MANADO



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung
wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis
pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan

masing-masing.

‘Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik tersebut,
maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Peraturan Pedoman Standar Pelayanan ini merupakan revisi dari Permen PAN-RB
Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan
Penerapan Standar Pelayanan. Revisi peraturan ini perlu dilakukan karena dipandang
peraturan yang sebelumnya kurang sesuai dengan pekembangan teknologi informasi
yang semakin banyak dipergunakan sebagai sarana penunjang pelayanan, serta
untuk mempermudah proses penyusunan, dan meningkatkan kemandirian unit

pelayanan dalam penyusunan Standar Pelayanan.

B. Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan Pedoman Standar Pelayanan ini adalah untuk memberikan kepastian,
meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga

mendapatkan kepercayaan masyarakat;

2. Sasaran Pedoman Standar Pelayanan adalah agar setiap penyelenggara mampu
menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Publik dengan baik

dan konsisten.



C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Standar Pelayanan ini meliputi: penyusunan, penetapan,

dan penerapan Standar Pelayanan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah
Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik.

BAB Il
PENGERTIAN DAN PRINSIP PENYUSUNAN
STANDAR PELAYANAN

A. Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan
yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur,

Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah
setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang
dibentuk berdasarkan UndangUndang untuk kegiatan pelayanan publik, dan
badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;
Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut organisasi
penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada
di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan
badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;
Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian
kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan;

Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai
orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan
sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak

langsung;



B. Prinsip

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan

dengan memperhatikan prinsip:

p

Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah
dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau
bagi masyarakat maupun penyelenggara;

Partisipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan

pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar

~ komitmen atau hasil kesepakatan;

Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan;
Berkelanjutan. Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan

sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan;

. Transparansi. Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah;

Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan
dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi

geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

C. Sumber-Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

Setelah memperhatikan bentuk-bentuk situasi benturan kepentingan di atas, dapat

dipahami, bahwa sumber benturan kepentingan adalah meliputi:

1.

Adanya perangkapan jabatan, dimana Aparatur Pengadilan Militer I11-17 Manado
memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan
tanggung jawab pokoknya di Pengadilan, sehingga tidak dapat menjalankan
jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;

Adanya hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki olen Aparatur Pengadilan
Militer 111-17 Manado dengan pihak yang terkait dengan kegiatan penyelesaian
kasus/perkara di Pengadilan, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan
maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;



3. Adanya gratifikasi, yaitu kegiatan pemberian dan atau penerimaan
hadiah/cinderamata, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri,
dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana
elektronik, yang dilakukan oleh Aparatur  Pengadilan dengan
wewenang/jabatannya, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang

mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme;

4. Adanya kelemahan sistem pengawasan di lembaga pengadilan, dan kepentingan
pribadi (vested intrest) untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

BAB Il
PENUTUP

Standar Pelayanan yang telah disusun perlu dilakukan perbaikan secara
berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan
kualitas dan inovasi pelayanan publik. Dalam melakukan perbaikan, periu
memperhatikan pengaduan masyarakat serta kemungkinan replikasi inovasi
pelayanan publik.

Dibuat di Manado
Pada tanggal 3 Januari 2023
Kepala Pengadilan Militer [11-17

Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P



